
 

 

 

 

 

 

BUPATI BLORA 

 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR  50 TAHUN 2009 

 

TENTANG 

 

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN BLORA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BLORA, 

Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada penduduk 

Warga Negara Indonesia dalam pelayanan pencatatan kelahiran 

dan untuk mendorong pecapaian Renstra 2011 yaitu “Semua 

Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya”, maka perlu memberikan 

dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran di Kabupaten Blora; 

b. bahwa untuk maksud tersebut  huruf a diatas, perlu 

menetapkanPeraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan 

Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Blora; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4048) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4235); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389); 

6. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan 

Pengelolaan Tanggungjawab  Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4422) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4139); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007  Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4736); 

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; 

 



15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2001 

tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda  

Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran 

Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001  Nomor 34 Seri B nomor 

10); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN 

PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN BLORA. 

 

Pasal 1 

(1) Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran adalah pemberian kemudahan 

dalam pelayanan pencatatan kelahiran dengan tidak memerlukan penetapan 

pengadilan serta tidak dikenakan sanksi berupa denda administrasi atas 

keterlambatan dalam laporan pencatatan kelahirannya. 

(2) Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk 

Warga Negara Indonesia yang mencatatkan kelahiran yang melampaui batas 

waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya. 

(3) Pencatatan kelahiran yang dilaksanakan dengan dispensasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis 

lainnya untuk pencatatan kelahiran. 

 

Pasal 2 

 

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

berlaku untuk permohonan pelayanan pencatatan kelahiran yang diajukan mulai 

tanggal 1 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010. 

 

Pasal 3 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai 

teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal 4 

 

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

 

 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 26 Nopember 2009 

BUPATI  BLORA, 

         Cap ttd. 

YUDHI SANCOYO 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal  26 Nopember 2009 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

         Cap ttd. 

                  BAMBANG SULISTYA 

 

LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2009 NOMOR 50 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 

 
 
 

PUJIANTO, SH,M.Hum 
Pembina Tk.I 

NIP. 19570222 198202 1 002 
 


